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Pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal
telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012. Dalam
rangka penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian
standar pelayanan minimal Sistem Jalan Berbayar Elektronik, perlu
pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1
Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 29
Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12
Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 23
Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmenhub
No. 65 Tahun 1993; Kepmendagri No. 61 Tahun 2007; Permenhub No.
81 tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2014; Perda No. 12 Tahun 2014;
Pergub No. 103 tahun 2007; Pergub No. 56 Tahun 2012; Pergub No. 235
Tahun 2014; Pergub No. 309 Tahun 2014; Kepgub No. 1664 Tahun
2015.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai jenis pelayanan dasar
Sistem Jalan Berbayar Elektronik, indicator dan batas waktu
pencapaian, pelaksana, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan
pembiayaan yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan,

penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

tanggal 9 Oktober 2015.
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Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober
2015.

Uraian jenis pelayanan dasar, indikator dan batas waktu pencapaian
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Lampiran 1 halaman.
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